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INSTRUMEN PENELITIAN

ANALISIS PEMUTIHAN PAJAK DAN KETERKAITANNYA DENGAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH

(STUDI KASUS KANTOR SAMSAT AIMAS KABUPATEN SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT)

A. PEDOMAN OBSERVASI

1. Mengamati kondisi kantor samsat aimas kabupaten sorong.

a. Kondisi fisik: gedung kantor samsat aimas kabupaten sorong, sarana

dan prasarana.

b. Kondisi non fisik: struktur organisasi, kepala, sekretaris dan lain

sebagainya.

B. PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Mengambil data dan sejarah berdirinya kantor samsat aimas.

2. Mengambil data struktur organisasi kantor samsat aimas.

3. Mengambil data jumlah pegawai dan pewajib pajak samsat aimas.

4. Mencatat sarana dan prasarana samsat aimas

5. Mengamati proses kegiatan pembayaran pajak kantor samsat aimas.

C. PEDOMAN WAWANCARA

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan

pegawai dan pewajib pajak diKantor Samsat Aimas Kabupaten Sorong.

a. Kepala samsat aimas kabupaten sorong

1. Sejak kapan kantor samsat aimas didirikan?

2. Sudah berapa lama bapak menjabat menjadi kepala samsat aimas?

3. Bagaimana proses pelayanan yang dilakukan di kantor samsat aimas?

4. Bagaimana sistem kepemimpinan selama menjadi kepala samsat

aimas?



5. Bagaimana proses pengawasan dan serta evaluasi yang dilakukan di

kantor samsat aimas?

6. Kebijakan apa yang diambil oleh bapak ketika banyak pewajib pajak

yang tidak patuh dalam pembayaran pajak?

7. Bagaimana proses penetapan penghapusan denda pajak di kantor

samsat aimas?

8. Apakah dalam pemberlakuan penghapusan denda pajak meningkat

terhadap kesadaran pewajib pajak?

9. Apakah dalam pemberlakuan penghapusan denda pajak berjalan efektif

terhadap pendapatan asli daerah?

10. Apakah meningkat pendapatan asli daerah tahun 2017 S/D 2020

setelah diterapkannya penghapusan denda pajak ?

b. Pegawai Samsat Aimas

1. Sudah berapa lama anda bekerja di kantor samsat aimas?

2. Apakah dalam proses pelayanan ada pewajib pajak yang komplen?

3. Apa yang di maksud pajak menurut anda?

4. Bagaimana proses pelayanan dan pengawasan serta evaluasi yang

dilakukan di kantor samsat aimas?

5. Bagaimana proses penetapan penghapusan denda pajak di kantor samsat

aimas?

6. Apakah dalam pemberlakuan penghapusan denda pajak meningkat

terhadap kesadaran pewajib pajak?

7. Apakah dalam pemberlakuan penghapusan denda pajak berjalan efektif

terhadap pendapatan asli daerah?



8. Apakah meningkat pendapatan asli daerah tahun 2017 S/D 2020 setelah

diterapkannya penghapusan denda pajak ?

c. Pewajib Pajak Samsat Aimas

1. Apa yang di maksud pajak menurut anda?

2. Sudah berapa lama menjadi pewajib pajak?

3. Apa yang dirasakan selama menjadi pewajib pajak?

4. Bagaimana perkembangan samsat aimas menurut anda?

5. Apa kendala selama menjadi pewajib pajak di samsat aimas?

6. Apakah anda menunggak atau tidak menunggak pajak?

7. Apa yang menjadi perkerjaan anda sehingga tidak taat wajib pajak?

8. apakah ada kebutahan yang paling utama selain pembayaran pajak?



CATATAN OBSERVASI

Tanggal : Kamis, 21 Agustus 2021

Waktu : 08:15-10-30 Wita

Tempat : Pelayanan Pajak

Kegiatan : Mengamati Kegiatan Pelayanan Pajak Di Kantor Samsat Aimas

Deskripsi :

Pengamatan yang dilakukan penulis dibagian pelayanan pajak.

Setiap harinya mengalami peningkatan yang secara signifikan dalam

kewajiban wajib pajak sehingga setiap harinya yang datang membayar

pajak manjadi 60 sampai dengan 70 orang. Disini dapat terlihat kesadaran

wajib pajak ketika pemerintah mengadakan penghapusan denda pajak

kendaraan bermotor.

Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dikelola sebaik

mungkin oleh pemerintah daerah khususnya di kantor samsat aimas.

Dalam hal pengurusan di kantor samsat aimas yang bertempat di

kabupaten aimas telah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.

Karena jumlah pewajib pajak tiap harinya mengalami peningkatan yang

secara signifikan, namun petugas fiskus yang berada di kantor samsat

hanya berjumlah sebelas orang sehingga kualahan dengan melayani para

pewajib pajak yang setiap harinnya mengalami peningkatan.

Keefektifan pelayanan pajak di kantor samsat sekalipun mengalami

peningkatan yang singnifikan akan kesadaran wajib pajak setelah di

belakukannya pemutihan denda pajak, namun bisa di atasi oleh pegawai



samsat aimas seefesien mungkin. Pegawai kantor samsat aimas berusaha

seoptimal mungkin dalam memberikan pekayanan prima.



TRANSKRIP WAWANCARA

INFORMAN PERTANYAAN JAWABAN

Kepala UPT
SAMSAT Aimas

La Ode Ma’awi, SE,
M.M,

1. Sejak kapan kantor samsat
aimas didirikan?

2013

2. Sudah berapa lama
menjabat sebagai kepala
samsat aimas?

Awalnya saya menjabat
di kantor samsat kota
selama 9 tahun,
sedangkan di samsat
aimas selama 5 tahun

3. Bagaimana sistem
kepemimpinan selama
menjadi kepala samsat
aimas?

Mempertanggung
jawabkan semua
penerimaan pajak dan
mengatur semua tata
kelola di kantor

4. Bagaimana proses
pelayanan yang dilakukan
di kantor samsat aimas?

Kami mengedepankan
etika dan kami sudah
semaksimal mungkin
untuk memberikan
pelayanan prima

5. Bagaimana proses
pengawasan serta
evalusasi yang dilakukan
di kantor samsat aimas?

proses pengawasan di
kantor samsat
mengawasi penerimaan,
melaporkan dan
evaluasi yang kami
lakukan yaitu
memberikan edukasi
dalam memahami pajak
agar berkurangnya
tunggakan pajak

6. Kebijakan apa yang
diambil oleh bapak ketika
banyak pewajib pajak
yang tidak patuh dalam
pembayaran pajak?

Kami hanya
melaporkan jumlah
tunggakan dan
seterusnya melalui rapat
pemutusan
pemberlakuan
penghapusan denda
pajak

7. Bagaimana proses
penetapan penghapusan
denda pajak di kantor
samsat aimas?

Proses penetapan
penghapusan denda
bajak disebabkan
karena banyaknya
pewajib pajak yang
tidak taat atau
menunggak pajak dan



untuk mengejar target
penerimaan tahunan
pajak

8. Apakah dalam
pemberlakuan
penghapusan denda pajak
meningkat terhadap
kesadaran wajib pajak?

Jelas, setelah
diberlakukan
penghapusan denda
pajak pasti meninggkat
karena selain
mengurangi beban
tahunan juga wajib
pajak hanya menbayar
pokoknya saja

9. Apakah dalam
pemberlakuan
penghapusan denda pajak
berjalan efektif terhadap
pendapatan asli daerah?

Sudah pasti efektif
karena banyaknya
jumlah kesadaran wajib
pajak pasti berpengaruh
sama pendapatan asli
daerah setelah
dibelakukan pemutihan
denda pajak

10. Apakah meningkat
penerimaan pajak tahun
2017 s/d 2020 setelah
diterapkannya pengapusan
denda pajak?

Kami bersyukur, setiap
tahunnya penerimaan
pajak kendaraan
bermotor mengalami
peningkatan dan
malampui batas target
yang ditetapkan tiap
tahunnya.



TRANSKRIP WAWANCARA

INFORMAN PERTANYAAN JAWABAN

Pegawai SAMSAT
Aimas

Luther T. Pakiding,
S.Sos

1. Sudah berapa lama bapak
bekerja di samsat aimas?

Untuk bekerja di
samsat aimas dari
awal berdirinya
kantor, 9 tahun
sampai tahun ini

2. Apa yang di maksud pajak
menurut bapak?

Pajak adalah iuran
wajib dan
imbalannya tidak
secara langsung di
terima wajib pajak

3. Bagaimana proses pelayanan
dan pengawasan serta
evaluasi yang dilakukan di
kantor samsat aimas?

Untuk pelayanan
kami
mengedepankan
etika sedangkan
evaluasi ya, kita
malakukan
sosialisasi kepada
masyarkat tentang
pajak

4. Apakah dalam proses
pelayanan ada pewajib pajak
yang komplen?

Klau untuk yang
komplen dari 100
pasti ada 2 sampa 3
orang, ya,
komplennya hanya
pada perselisihan
perhitungan jumlah
pokok setelah
diberlakukan
pemutihan denda
pajak

5. Bagaimana proses penetapan
penghapusan denda pajak di
kantor samsat aimas?

Proses penetapan
penghapusann denda
pajak yaitu atas
keputusan pimpinan
sesuai dengan
peraturan SK
gubernur

6. Apakah dalam pemberlakuan
penghapusan denda pajak
meningkat terhadap
kesadaran wajib pajak?

Jelas meningkat,
yang tadi jumlah
pembayarannya
terhitung pokok
dengan denda pajak,



tetapi pada saat
diberlakukan
pemutihan denda
pajak pokoknya saja
yang dibayar

7. Apakah dalam pemberlakuan
penghapusan denda pajak
berjalan efektif terhadap
pendapan asli daerah?

Jelas berjalan efektif
terhadap pendapatan
asli daerah, apalagi
melampaui target
tahun justru tambah
lebih baik bagi
pendapatan asli
daerah

8. Apakah meningkat
pendapatan asli daerah tahun
2017 s/d 2020 setelah
diterapkannya pengapusan
denda pajak?

Yah, untuk
penerimaan tahunan
mengalami
peningkatan yang
sangat penting
setelah
diberlakukannya
penghapusan denda
pajak.



TRANSKRIP WAWANCARA

INFORMAN PERTANYAAN JAWABAN

Pewajib Pajak
Nikolas Jitmau

1. Apa yang di maksud pajak
menurut bapak?

Pajak kan kewajiban
saya yang memiliki
kendaraan bermotor,
untuk defenisi umum
saya tidak tau

2. Sudah berapa lama menjadi
pewajib pajak?

Motor saya belinya
tahun 2011, klau
terhitung dengan
tahun ini sudah
kurang lebih 11
tahun

3. Apa yang dirasakan selama
menjadi wajib pajak?

Ya selama menjadi
wajib pajak melihat
pembangunan aimas
terutama jalanannya
bagus semua itu
semua berkat kami
juga taat akan wajib
pajak

4. Bagaimana perkembangan
samsat aimas menurut
bapak?

Klau untuk
pelayanan semakin
bagus, ramah, baik
dan sopan santun.
untuk waktu
pengurusan semoga
bisa ditingkatkan
lagi

5. Apa yang menjadi kendala
selama menjadi pewajib
pajak?

Karna saya PNS,
untuk waktu saya
sangat sedikit,
sehingga saya sering
telat dalam
menbayar pajak

6. Apakah bapak menunggak
pajak atau tidak menunggak
pajak?

Menunggak karna
kesibukan

7. Apa yang menjadi pekerjaan
bapak sehingga tidak taat
wajib pajak?

Saya, mengajar
sebagai guru di SMA
1 Aimas

8. Apakah ada kebutuhan yang
paling utama selain

Klau untuk
kebutuhan utama



pembayaran pajak? sangat banyak,
apalagi setiap
bulannya gaji saya
kadang habis untuk
menutupi kebutuhan
utama



PEDOMAN FOCUS GROUP DISCUSSION

Pedoman pertanyaan-pertanyaan dalam Focus Group Discussion:

1. Apakah saja fasilitas dikantor samsat aimas?

2. Apa yang anda pahami tentang pajak kendaraan bermotor?

3. Untuk apakah pajak kendaraan bermotor dialokasikan?

4. Bagaimanakan pegawai samsat aimas mengelola penerimaan pajak

kendaraan bermotor?

5. Kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah daerah apabila banyak

tunggakan wajib pajak?

6. Dalam pemberlakuan pemutihan denda pajak apakah mengalami

peningkatan kesadaran dalam wajib pajak?



TRANSKRIP FOCUS GROUP DISCUSSION

Tanggal : 13 September 2021

Waktu : 16:00 - Selasai WITA

Tempat :Ruang Rapat 1

NO NAMA JABATAN
1 La Ode Ma’awi, SE, M.M. Kepala UPT SAMSAT Aimas
2 Esterina Basna, SE. Kasubag Tata Usaha
3 Luther T. Pakiding, S.Sos Kasie Pendataan Dan Penataan

4
Moch. Samsoel Hoeda,
S.Sos

Kasie Penagihan Dan Laporan

1. Apakah saja fasilitas dikantor samsat aimas?

RESPONDEN PERNYATAAN

3
Kami memiliki fasilitas, wifi 5 unit. Ac 14 buah,
computer aktif 11 buah dan computer cadangan 6 buah,
CCTV sebagai keamanan sebanyak 8 unit

4
Kami memiliki mesin pencetak plat nomor kendaraan
bermotor sebanyak 2 unit, alat cetak STNK sebanyak  4
cetak

1
Fasilitas yang tersedia di kantor samsat aimas semua itu
diperuntukan untuk keamanan dan kenyamanan baik
petugas maupun wajib pajak

2. Apa yang anda pahami tentang pajak kendaraan bermotor?

RESPONDEN PERNYATAAN

1
Pajak kendaraan bermotor merupakan iuran wajib
tahunan bagi masyarakat yang memiliki kepemilikan
kendaraan bermotor

2

Pajak kendaraan bermotor merupakan iuran wajib bagi
masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor setiap
tahunnya harus terpenuhi demi pembangunan yang
berkelanjutan

3

Pajak adalah iuran wajib yang harus di penuhi tetapi
secara interprestasi tidak secara langsung dan
penerimaan digunakan unuk pembangunan jalan atau
memelihara jalan

4
Pajak adalah kewajiban setiap masyarakat yang
memiliki kendaraa bermotor.



3. Untuk apakah pajak kendaraan bermotor dialokasikan?

RESPONDEN PERNYATAAN

1

Pengalokasian penerimaan pajak kendaraan bermotor
digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan
transportasi

2

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di alokasi untuk
belanja kebutuhan suatu daerah termasuk pembangunan
yang berkelanjutan

4. Bagaimanakah pegawai samsat aimas mengelola penerimaan pajak
kendaraan bermotor?

RESPONDEN PERNYATAAN

3
Kami hanya mendata jumlah penerimaan dan setelah itu
melaporkan kepimpinan

4
Kami memberikan surat penagihan kepada wajib pajak
yang menunggak

1
Urusan pengalokasian penerimaan pajak tergantung
pada pemerintah pusat yang mengatur kami bertugas
hanya sebagai, mendata, menagih dan melaporkan

5. Kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah daerah apabila banyak
tunggakan wajib pajak?

RESPONDEN PERNYATAAN

1

Pemerintah daerah dalam menanggapi banyaknya
jumlah tunggakan pajak kendaraan salah satunya
memberikan pemutihan denda pajak kepada wajib pajak
yang menunggak untuk meminalisir jumlah tunggakan
tahunan.
Data tunggakan itu semua melalui pendataan dari kantor
samsat aimas setalah itu melaporkan kepada pemerintah
pusat

6. Dalam pemberlakuan pemutihan denda pajak apakah mengalami
peningkatan kesadaran dalam wajib pajak?

RESPONDEN PERNYATAAN

1
Iya pasti, terlihat dari jumlah penerimaan tahunan
yang setiap tahunan meningkat

4
Dari jumlah penagihan yang menunggak semakin
menurun setiap tahunnya dari hasil

3

Setiap tahunnya apabila diberlakukan pemutihan
denda pajak jumlah wajib pajak meningkat, tidak
seperti hari sebelum diterpkannya pemutihan
denda pajak. Sampai sampai kami sebagai petugas



fiskus kualahan melayani pewajib pajak yang
melonjak setiap tahunnya.
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